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PTSL KANTOR PERTANAHAN KAB. WONOSOBO

Gambaran Umum
Wilayah kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Wonosobo sebagai berikut:

Batas Wilayah Geografis :

Utara  :Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang dan Kab. Banjarnegara
Timur  :Kabupaten Temanggung, Kabupaten Magelang

Selatan : Kabupaten Purworejo, Kabupaten Kebumen

Barat : Kabupaten Banjarnegara

Luas Wilayah menurut BPS: 981,41 Km persegi.

Jumlah Desa/Kelurahan : 264, 80% dari desa/kelurahan tersebut sudah pernah melaksanakan PTSL.
Jumlah Bidang tanah menurut DHKP tahun 2019 : 730.931 bidang

Jumlah perkiraan bidang saat ini karena pemecahan bidang : 840.600 bidang

Jumlah bidang tanah bersertipikat ahir tahun 2016 : 142.651 bidang

Jumlah bidang tanah bersertipikat per 28 Nopember 2024 : 460. 828 bidang. Jumlah bidang
bersertipikat ini diselesaikan baik melalui program pemerintah, seperti Prona, lintas sector, dan PTSL
maupun melalui pelayanan mandiri.

Target dan Realisasi PTSL
PTSL di kabupaten Wonosobo dilaksanakan dari tahun 2017. Adapun data
perkembangannya sebagai berikut:

Target Realisasi Keterangan
No shun (bidagng) (bidang) i
1. 2017 20.450 20.516
2. 2018 40.300 40.319
3. 2019 48.000 48.000
4. 2020 27.790 27.790
5 2021 72.880 72.885
6. 2022 59.580 59.580
7 2023 50.000 50.000
8. 2024 20.445 20.695 Masih dalam proses
Jumlah 338.945 339.785

Strategi Pencapaian target PTSL

Strategi untuk mencapai target PTSL adalah dengan mengoptimalkan 5 M.

a. Optimalisasi sumberdaya manusia (man). Kantah Wonosobo seperti kantah yang lain
menghadapi problem kekurangan tenaga ASN. untuk ini, agar program dapat berjalan
dengan lancer maka harus mengoptimalkan tenaga yang ada, karena sesuai peraturan
Kantah tidak boleh menambah tenaga yang bersumber dari APBN. Katah ahirnya
bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk menggunakan tenaga organiknya baik



tidak boleh

untuk segala kegiatan. Jika dalam RTRW
memang diperuntukkan bagi pertanian,
maka masyarakat harus mengikuti
ketentuan, diantaranya ketentuan
landreform. jika Dalam RTRW
diperuntukkan untuk pemukiman, maka
ikuti tata cara pemanfaatan tanah non
pertanian.

Nanti Menjadi tanah Absentee yang
akan terkena ketentuan landreform

Untuk pendaftraan tanah pertama kali
PTSL, dibebaskan dari ketentuan
tersebut.

Tidak punya uang untuk biaya Pra PTSL

Dihimbau kepada panitia desa yang
membantu pelaksanaan PTSL di desa
untuk bersikap lunak. bisa mencicil biaya
pra PTSL dan besarnya harus mengikuti
peraturan Bupati Kab. Wonosobo.

Tidak mengikuti program PTSL karena
tanahnya tidak produktif

Penyuluhan dilakukan dan diberikan
pengertian bahwa setiap jengkal tanah
pasti ada pemiliknya. Jika tidak
diperlukan maka holeh dilepaskan
kepada Negara.

KM dalam perlaksanaan PTSL di Kabupaten Wonosobo

dalam setiap tahap.

No

Hambatan dan Masalah

Solusi yang di jalankan

1.

Masyarakat tidak antusias mengikuti
Program

Kantor Pertanahan melaksanakan
penyuluhan langsung kepada pemilik
tanah (dor to dor) juga melibatkan semua
stakeholder yang ada di daerah
kabupaten Wonosobo.

Masyarakat ragu mengikuti program,
karena biaya yang biasa tinggi menjadi
hanya membayar untuk keperluan
persyaratan

Memberikan pengertian bahwa produk
PTSL sah secara hokum dan administrasi.
Fungsinya sama dengan sertipikat biasa

Tidak mau mengikuti, takut kalau
dialihkan menjadi tinggi biayanya

Penyuluhan bahwa fungsi perlindungan
hokum itu memang diperlukan tidak
sama dengan tanah belum bersertipikat.
Kantah menggandeng Kejaksaan dalam
memberikan penyuluhan kepada
masyarakat

Tidak mau mengikuti program, sebab
kalau tanah pertanian dijual sebagian

Diberikan pengertian bahwa Negara
mempunyai perencanaan terhadap ruang




